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BUPATI MELAW]
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAW]
NOMOR || TAHUN 2017

TENTANG

Tu'NJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

v a.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal
21 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Melawi Nomor 2 tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Melawi, perlu menetapkan Pemberian
tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Melawi yang belum memiliki rumah jabatan atau
rumah dinas;

bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi sampai dengan Tahun
2017 belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atal
Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Melawi kecuali Ketua Dewan Perw_akllan Rakyal;
Daerah Kabupaten Melawi yang telah disediakan Ruma
Jabatan, sehingga bagi pimpinan dan anggota SJewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang belum tersedia Rumah Jaba:::laar;l
atau Rumah Dinas diperlukan Tunjangan Perumahan S€S

e
Mampuan Keuangan Daerah;

wa pasar (Market

bah .
Wa hasil k digunakan untuk

ajian Appraisal tentang nilai s¢

Rental v
al Value) per bulan dari obyek yang dapat : t
Detkiraan harlgaa sewa rumah A)rrlggota Dewarn Perwal;lcllznt;il;ygzl
o6 -ah Kabupaten Melawi di Kabupaten Melaw! P

Mej 2016;

d. bahwa ...
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pahwa berdasarkan pertimban ‘
hurllf a, b dan humf C tergan Seba,

sebut gj aksy
dengan  Peraturan Bupati  prejapy 225 Perly dite?agfcga
perumahan bagi Pimpinan dan Anggot;entang Tunjangaz
Melaw. DPRD  Kabupaten

Undang—Undang Nomor 34 Tahun
kabupaten Melawi dan Kabupam - Sehpge? Pembentulcan
Kalimantan Barat (Lembaran Negarg Republ'akdau di Propinsi
2003 Nomor 149, Tambahan mbaranl Indonesig Tahun
Indonesia Nomor 4344); €gara Republik
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}tlzrrlltaznogui{;%ﬁ;ak??s
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 5166);,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ten o
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, De‘:,l:r% Pzi;rn;ﬁan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarzz
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenfang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggOFii
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran N.egtf:\;ﬁ
epublik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diu ar
eberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomg‘r1 2
ahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Pera(ll lian
Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang KeduDuwan
otokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggf)ta; d oiesia
Tovakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 10 ik
Un 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaranl Negara Re€p

Ones;j
€si1a Nomor 4712); 7. Peraturan ...
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mm?ﬁqtahanDaerah adalah Kepala Daerah Sebagal Uns Terintahan yang

; €
Yed kew Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan p

eraturan Pemeri
" II;enyusunan Per;l::?agor%fwig te;hun 2010 tentang p
tentatl)lg Tal:'a Tertib Dewan Perak}lan Rakyit eg;man
g};;nb  on mﬁfsaieﬁgblik Indonesia E%l:ﬁ?ln Ralory Dacrah
8ara Republik 1nq Onelslia2§i0 Nomor 23,
g. Peraturan Daerah Kabupaten mor 5104y);

Melawi
tentang Kedudukan dalam py Nomor 2 Tahy
dan Anggota Dewan Perwg k(i)ltokoler dan Key n 2005

. an
Melawi (Lembaran Daerah Kabupatef aldl{glzf)vi?‘aerah ~abupaten

ahun 2005 N
rah Kabupaten Melawi Nomo(;mf)r

Keuangan Pimpi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rg g mpinan
; kyat D
Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melaw; aerah Kabupaten

Tahun 2006 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nom(::nl'\I (1)21 )c?r

9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Melawi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Melawi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Melawi Nomor 169).

MEMUTUSKAN :

Mikan . PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG TUNJANGAN

PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN
2017,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
an ini yang dimaksud dengan:
a

dalah Kabupaten Melawi.

ur Penyelenggara

e
Nangan daerah otonom.

3. Pemerintahan ...
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han paerah adalah Penyelengaraan
mer%ﬂta paerah dan DPRD, menurut asas o
4 g insip otonomi sgluas—luasx}ya, dalam
:deﬂgan PRepublik Ipdonemat, sebagaimana dima
‘}{csatu;zgara Republik Indonesia Tahun 1945,
gl
i . ada]ah Bupati Melawi.

Urusan Pemerintahan oleh

an pl‘insip N

e
am Undang-Undon

ksud dal Uns
ang

pup
orwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disin

Dewankﬂan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

o

gkat DPRD adalah Dewan

. .n DPRD adalah Para Anggota DPRD yang diberi hak dan Kewaijh
lepmil%l;ngsi untuk memimpin DPRD, berdasarkan Peratur - ke

: Kan an Perundang-
mgg:ngan yang berlaku, baik dalam sebutan Pimpinan Sementars DPRI%,
w pinan DPRD.

gapun PAr0

pmpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi
ng bersifat definitif.

inggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Melawi

\lnjengan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan
inggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya.

BABII
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

i‘U 'l‘unjax}gan Perumahan diberikan kepada Pimpinan drftn Anggota DPRD
®panjang Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah dinas;

l :
] ?nj@gan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
fkan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

| Pasal 3
’ TNnjan
terhity
]
Tun; i : :
ke:iangan Perumahan Dinas bagi Anggota DPRD, diberikan sejak peresmian
f80taan Sebagai anggota DPRD.

8an Perumahan Jabatan bagi unsur Pimpinan DPRD, dapat diberikan
'€ mulaj sejak pelantikan.

maksud pada Pasal 2

hebanan Tunjangan p h bagaimana di ;
kanp erumahan sebag rah Kabupaten Melawl.

8da Anggaran Pendapatan dan Belanja Da¢

BABIII ...
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BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut :
()

a, Ketua : Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)
p Wakil Ketua 2 (orang) @: Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
c. Anggota 27 (orang) @ : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak
2 penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

perlaku.

Bagi unsur pimpinan yang sudah menempati rumah dinas, tunjangan
perumahan tersebut hanya dipergunakan sebagai cadangan jika terjadi
sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti musibah, kebakaran, dan bencana

alam.

)

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tqnggal 27 tacd 017

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal &7 Marct 2017

¥( SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

L
ﬂ IVO TITUS MULYONO

l :
BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR e



